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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam membangun sumber daya 

manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan 

Ambalawi Kabupaten Bima yaitu Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan 

Masyarakat dan Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan 

Pembangunan. Artinya vahwa kepala desa benar-benar telah melakukan 

kerja sama dengan pemerintah dalam dalam membangun sumber daya 

manusia dan tata kelola desa menuju desa maju, dimana peranan kepala 

desa tersebut dalam bentuk pembangunan fisik dan pembangunan non 

fisik. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam membangun sumber daya 

manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan 

Ambalawi Kabupaten Bima, meliputi kurangnya kemampuan dalam 

membuat perencanaan pembangunan desa, kurangnya kapasitas untuk 

memberikan bimbingan kepada bawahan atau masyarakat dalam 

pelaksanaan kemajuan, dan tidak adanya kapasitas untuk menentukan 

pilihan selama waktu yang dihabiskan untuk melakukan perbaikan. 
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5.2. Saran 

Saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Peningkatan peranan kepala desa dalam membangun sumber daya manusia 

dan tata kelola desa menuju desa maju harus lebih dioptimalkan lagi, agar 

program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Kole semakin 

berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan 

sosial, politik, dan ekonomi. 

2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan 

pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan 

masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan 

masyarakat. 

3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga 

perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan 

pelayanan yang optimal bagi warga desa. 
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Lampiran1. Pedoman Wawancara 

 

A. Peran apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam membangun 

sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa 

Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima 

 

I. Kepala Desa 

a. Apakah pembangunan desa berjalan dengan baik? 

b. Bagaimana peran Bapak dalam membangun sumber daya manusia dan 

tata kelola desa menuju desa maju? 

c. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokai Dana Desa dalam membangun 

sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju?  

d. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola 

desa menuju desa maju?  

e. Apakah ada Kendala dari Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi 

Dana Desa, serta Manfaatnya apa saja?  

f. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban mengenai Pelaksanaan 

Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa dalam membangun sumber 

daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju?  

 

II. Staf Des 

a. Apakah Bapak/Ibu mendukung pemerintah Desa dalam membangun 

sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju? 

b. Apa langkah Bapak/Ibu dalam mendukung hal tersebut? 

c. Bagaimana respon masyarakat dalam membangun sumber daya 

manusia dan tata kelola desa menuju desa maju? 

d. Apa tindakan Anda dalam membangun sumber daya manusia dan tata 

kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi 

Kabupaten Bima? 

e. Sejauhmana peran Anda dalam membangun sumber daya manusia dan 

tata kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi 

Kabupaten Bima? 

 

III. Masyarakat 

a. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa?  

b. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada Pemerintah 

Desa, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut dari 

pihak Pemdes atau ada usulan usulan yang tidak terima?  

c. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara, sejauhmana pencapaian terhadap 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa?  

d. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara, sejauhmana pencapaian terhadap 

pelaksanaan pembangunan Desa (Program : Pembangunan dan 

pemeliharaan kantor gedung milik desa, pembangunan & pemeliharaan 

fasilitas kebudayaan desa, pengelolaan TK milik Desa, dll)?  



 

96 
 

e. Menurut Bapak/ Ibu/ Saudara, sejauhmana pencapaian terhadap 

pembinaan kemasyarakattan Desa (Fasilitas Bapel JPS, dll)?  

 

 

B. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam membangun 

sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju desa maju di Desa 

Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima 

I. Kepala Desa 

a. Dalam membangun sumber daya manusia dan tata kelola desa menuju 

desa maju? 

b. Apakah anda menemukan kendala? 

c. Apa saja kendala tersebut? 

d. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? 

e. Apakah solusi tersebut bias menjadikan perbaikan ke depannya? 

 

II. Staf Desa 

a. Apa peran anda dalam membangun sumber daya manusia dan tata 

kelola desa menuju desa maju 

b. Apakah anda menemukan kendala? 

c. Apa saja kendala tersebut? 

d. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala tersebut? 

e. Apakah anda peran masyarakat dalam mengatasi kendala tersebut? 

 

III. Masyarakat 

a. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa, masyarakat, dan swasta 

dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa 

khususnya dalam konsep Community Governance? 

b. Apa anda ikut serta dalam mengatasi kendala tersebut? 

c. Sejauhmana peran Anda dalam mengatasi kendala tersebut? 

d. Apa bentuk-bentuk peran Anda dalam mengatasi kendala tersebut? 

e. Dan Bagamana tanggapan Anda terhadap solusi yang diberikan oleh 

pemerintah desa dalam membangun sumber daya manusia dan tata 

kelola desa menuju desa maju di Desa Kole Kecamatan Ambalawi 

Kabupaten Bima? 
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